
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang 
Pernbentukan Kolamadya Daerah Tingkat II Kendari 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 
Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3602); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintaban Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nornor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 
Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah Kota Kendari sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah 
Kota Kendari Nomor 1 Tahun 2025 tentang 
Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 5 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kota Kendari, maka perlu disusun 
Peraturan Wall Kota tentang Susunan Organisasi 
dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Lingkup 
Pemerintah Kota Kendari; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dirnaksud dalam huruf a, perlu menetapkan 
Peraturan Wali Kota tentang Susunan Organisasi 
dan Tata Kerja Kccamatan dan Kelurahan Lingkup 
Pemerintah Kota Kendari; 

WAL! KO'l'A KENDARI, 

Mengingat 

Menimbang 

SUSUNAN ORGANTSASl DAN TATA KERJA 
KECAMATAN DAN KELVRAHAN LfNGKVP PEMERINTAH KOTA KENDARI 

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA 

PROVINS! SULAWESI TENGGARA 

PERATURAN WAL! KOTA KENDARl 

NOMOR 2q TAHUN 2025 

TENTANG 

WALi KOTA KENDAKI 



Pasal 1 
Dalam Peraturan Wall Kota ini, yang dimaksud dengan: 
1. Kota adaJah Kota Kendari. 

BAB! 
KETENTUAN UMUM 

PERATURAN WALi KOTA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI 
DAN TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN 
LINGKUP PEMERINTAH KOTA KENDARI. 

MEMUTUSKAN: 

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang 
Aparatur Sipil Negara (Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tarnbahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897); 

5. Peraturan Pemerintah Nornor 18 Tahun 2016 
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nornor 5887) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 
(Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 187); 

6. Peraturan Pernerintah Nomor 11 Tahun 2017 
tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, 
Tambahan Lembaran Negara Republik lndoncsia 
Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 
tentang perubahan atas Peraturan Pernerintah 
Nornor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai 
Negeri Sipil [Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 68 tambahan Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6477); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 
2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2018 tcntang 
Pernbentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 

8. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota 
Kendari Tahun 2016 Nornor 5) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 
Daerah Kota Kendari Nomor 1 Tahun 2025 tentang 
Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 5 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kota Kendari (Lcmbaran Dacrah 
Kola Kendari Tahun 2025 Nomor 1); 

Menetapkan 

'f 



Pasal 3 
(1) Kelurahan merupakan perangkat Kecamatan yang 

dibentuk untuk rncmbantu atau rnelaksanakan sebagian 
tugas Carnal. 

Pasal 2 
(1) Kecamatan merupakan perangkat daerah sebagai 

pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah 
kerja tertentu dalam rangka meningkatkan koordinasi 
penyelenggaraan pernerintahan, pelayanan publik dan 
pemberdayaan masyarakat Kelurahan dalam Wilayah 
Kota Kendari. 

(2) Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di 
bawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui 
Sekretaris Daerah. 

(3) Kecarnatan sebagaimana dimaksud pada ayat {l), terdiri 
atas: 
a. Kecamatan Kendari Tipe A; 
b. Kecamatan Kendari Barat Tipe A; 
c. Kecamatan Mandonga Tipe A; 
d. Kecamatan Puuwatu Tipe A; 
e. Kecamatan Kadia Tipe A; 
f. Kecarnatan Wua-Wua TipeA; 
g. Kecamatan Baruga Tipe A; 
h. Kecrunatan Kambu Tipe A; 
i. Kecamatan Poasia Tipc A; 
j. Kecamatan Abeli Tipe A; dan 
k. Keca.matan Nambo Tipe A. 

Bagian Kesatu 
Kedudukan Organisasi 

BAB ll 
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGAN1SASI 

2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat 
Daerah sebagai unsur Penyclcnggara Pemerintahan 
Daerah yang memirnpin pelaksanaan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah 
Kota Kendari. 

3. Wali Kota adalah Wali Kota Kendari. 
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota 

Kendari, 
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah Kota 

Kendari yang dipimpin oleh Camat 
6. Camat adalah Carnal dalam wilayah Kota Kendari, 
7. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan 

sebagai perangkat Kecamatan. 
8. Lurah adalah Lurah dalam wilayah Kecamatan lingkup 

Kota Kendari. 
9. Apararur Sipil Negara adalah Aparatur Sipil Negara Kota 

Kendari. 
10. Jabatan FungsionaJ adalah sekelompok jabatan yang 

berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan 
fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan 
keterampilan tcrtentu di lingkup Dinas Perpustakaan 
dan Kearsipan Kota Kendari. 

,, 



(2) Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
dipimpin oleh Lurah dan bertanggung jawab kepada 
Camat. 

(3) Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri 
atas: 
a. Kecamatan Kendari meliputi: 

J) Kelurahan Kandai 
2) Kelurahan Kendari Caddi 
3) Kelurahan Gunung Jati 
4) Kelurahan Kampung Salo 
5) Kelurahan Mangga Dua 
6) Kelurahan Kessilampe 
7) Kelurahan Mata 
8) Kelurahan Purirano 
9) Kelurahan Jati Mekar 

b. Kecamatan Kcndari Barat meliputi: 
l] Kelurahan Kemaraya 
2) Kelurahan Watu-Watu 
3) Kclurahan Tipulu 
4) Kelurahan Punggaloba 
5) Kelurahan Benu-Benua 
6) Kelurahan Sodohoa 
7) Kelurahan Dapu-Dapura 
8) Kelurahan Sanua 
9) Kelurahan Labundape 

c. Kecamatan Mandonga meliputi: 
L] Kelurahan Mandonga 
2) Kelurahan Korumba 
3) Kelurahan Alolama 
4) Kelurahan Anggilowu 
5) Kelurahan Wawombalata 
6) Kelurahan Labibia 

d. Kecamatan Puuwatu meliputi: 
1) Kelurahan Puuwatu 
2) Kelurahan Abell Dalam 
3) Kelurahan Watu!ondo 
4) Kelurahan Punggolaka 
5) Kelurahan Tobuuha 
6) Kelurahan Lalodati 

e. Kecamatan Kadia meliputi: 
1) Kelurahan Kadia 
2) Kelurahan Bende 
3) Keluraban Anaiwoi 
4) Kelurahan Pondambca 
5) Kelurahan Wawowanggu 

f. Kecamatan Wua-Wua rneliputi: 
1) Kelurahan Wua-Wua 
2) Kelurahan Bonggoeya 
3) Kelurahan Mataiwoi 
4) Kclurahan Anawa.i 

g. Kecarnatan Baruga meliputi: 
1) Kelurahan Lepo-Lepo 
2) Kclurahan Baruga 
3) Kelurahan Watubangga 
4) Kelurahan Wundudopi 

., 



Pasal 4 
(1) Susunan Organisasi Kecamatan terdiri atas: 

a. Camat; 
b. Sekretariat terdiri atas : 

1) Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan 
Pelaporan; dan 

2) Sub Bagian Umum dan Kepcgawaian 
c. Seksi Pernerintahan Umum; 
d. Seksi Pernbangunan dan Pemberdayaan Masyarakat; 
e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum; 
f. Seksi Pelayanan Terpadu; 
g. Seksi e-Data dan e-Inforrnasi Publik; dan 
h. Kelompok .Iabatan Fungsional. 

(2) Susunan Organisasi Kelurahan terdiri atas: 
a. Lurah; 
b. Sekretariat; 
c. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik; 
d. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat; 
e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum; dan 
f. Kelornpok Jabatan Fungsi.onaJ. 

(3) Bagan Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dan ayat (2) tercantum pada lampiran yang 
mcrupakan bagian yang tidak terplsahkan dengan 
Peraturan Wali Kota ini. 

Bagian Kedua 
Susunan Organisasi 

h. Kecamatan Kambu meliputi: 
1) Kelurahan Kambu 
2) Kelurahan Padaleu 
3) Kelurahan Mokoau 
4) Kelurahan Lalolara 

i. Kecamatan Poasia meliputi: 
1) Kelurahan Anduonohu 
2) Kelurahan Anggoeya 
3) Kelurahan Rahandouna 
4) Kelurahan Matabubu 
5) Kelurahan Wundumbatu 

j. Kecarnatan Abeli meliputi: 
l) Kelurahan Abeli 
2) Kelurahan Lapulu 
3) Kelurahan Pudai 
4) Kelurahan Talia 
5) Kelurahan Benua Nirae 
6) Kelurahan Poasia 
7) Kelurahan Anggalolemelai 

k. Kecamatan Nambo meliputi: 
1) Kelurahan Nambo 
2) Kelurahan Pctoaha 
3) Kelurahan Tobimeita 
4) Kelurahan Bungkutoko 
5) Kelurahan Sambuli 
6) Kelurahan Tondonggeu 

., 



Pasal 6 
(1) Sekretariat sebagaimana di:maksud dalarn Pasal 4 ayat 

( l) huruf b, mempunyai tugas membantu Carnal dalam 
penyelenggaraan Daerah yang dilimpahkan oleh Wall 
Kota serta pelayanan administrasi terhadap perangkal 
Kecamatan, sesuai rencana dan program kegiatan yang 
telah ditetapkan. 

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Camat. 

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi: 
a. pengumpulan bahan dan petunjuk teknis 

pelaksanaan urusan kesekretariatan kecamatan; 
b. pengoordinasian penyusunan rencana, program dan 

anggaran kesekretariatan kecamatan; 
c. pelaksanaan koordinasi teknis penyclenggaraan 

rencana dan program kegiatan kesekretariatan 

Paragraf 2 
Sekretariat 

Pasal 5 
(1) Camat sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 4 ayat (l) 

huruf a, mempunyai tugas: 
a. menyelenggarakan urusan pernerintahan umum; 
b. melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Kota yang tidak d.ilaksanakan oleh unit 
kcrja pcrangkat daerab yang ada di kecamatan; 

c. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan 
rnasyarakat; 

d. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan 
ketentraman dan ketertiban umum, 

e. mengoordinasikan pcnerapan dan pencgakan 
Peraturan Dacrah dan Pcraturan Wali Kota; 

f. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan 
sarana pelayanan umum; 

g. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan 
pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat dacrah 
di tingkat kecamatan; 

h. membina clan mengawasi penyelenggaraan kegiatan 
keluraban; 

L. rnelaksanakan pelayanan e-Data dan e-Inforrnasi 
Publik; 

j. mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan 
terpadu satu pintu di wilayah kecamatan; dan 

k. rnelaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan 
terkait dengan tugas dan fungsinya. 

Paragraf 1 
Ca.mat 

Bagian Kesatu 
Kecarnatan 

BAB TJJ 
TUGAS DAN FUNGSI 

., 



Pasal 9 
(1) Seksi Pemerintahan Umum sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e, rnempunyai tugas 
melaksanakan penyelenggaraan urusan umum meliputi 
rnernbantu Camat dalam menyiapkan bahan pcrumusan 
kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan 
penyelcnggaraan urusan pemerintahan umum, urusan 
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kata yang 
tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah 
yang ada di kecamatan sesuai rencana dan program 
kegiatan yang telah ditetapkan. 

Paragraf 3 
Seksi Pemerintahan Umum 

Pasal 8 
(1) Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, 
mcmpunyai tugas melaksanakan pengurnpulan bahan 
dan petunjuk teknis pelaksanaan urusan 
kesekretariatan kecarnatan, pcngoordinasian 
penyusunan rencana, program dan anggaran 
kesekretariatan kecarnatan, pelaksanaan koordinasi 
teknis penyelenggaraan rencana dan program 
kegiatan kesekretariatan kecamatan terhadap satuan 
kcrja lingkup sekretariat kecamatan serta terhadap 
satuan kerja lain di tingkat kecamatan dan pengelolaan 
keuangan dan pelaporan. 

(2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana 
dirnaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, mempunyai 
tugas melaksanakan penyelenggaraan urusan umum 
meliputi kerurnahtanggaan, ketatalaksanaan, surat 
menyurat dan kearsipan serta administrasi kepegawaian 
Kecamatan, pengelolaan barang inventaris dan 
perlengkapan. 

Pasal 7 
(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri 

atas: 
a. Sub Bagian Pcrencanaan, Keuangan dan Pelaporan; 

dan 
b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

(2) Sub Bagian sebagaima.na dirnaksud pada ayat (1), 
dipimpin oleh Kepala Sub Bagia.n yang berada di bawah 
dan bertanggung jawab kepada Sekretaris 

•I 

kecamatan terhadap satuan kerja lingkup sekretariat 
kecamatan serta terhadap satuan kerja lain ditingkat 
kecamatan; 

d. pengelolaan keuangan dan pelaporan; 
c. penyelenggaraan urusan umum rneliputi 

kerumahtanggaan, ketatalaksanaan, surat menyurat 
dan kearsipan serta administrasi kepegawaian 
Kecamatan; 

r. pengelolaan barang inventaris dan perlengkapan; dan 
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat 

sesuai dengan rugas dan fungsinya. 



Pasal 12 
(1) Scksi Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 4 ayat (1) huruf h, rnempunyai tugas membantu 
Carnal dalam rnenyiapkan bahan perumusan kebijakan, 
pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan, pengoordinasian 
penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu di 
wilayah kecamatan sesuai rencana dan program 
kegiatan yang telah ditetapkan, 

(2) Seksi Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di 
bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. 

Paragraf6 
Seksi Pelayanan Terpadu 

Pasal 11 
(1) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g, mempunyai 
tugas membantu Ca.mat dalam menyiapkan bahan 
perurnusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan 
pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan da.n 
ketentraman dan ketertiban di wilayah kccarnatan dan 
mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan 
Daerah dan Peraturan Wali Kota sesuai rencana dan 
program kegiatan yang telah ditetapkan. 

(2) Seksi Ketent.raman dan Ketertiban Umum sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi 
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 
Camat. 

Paragraf 5 
Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum 

Pasal 10 
(1) Seksi Pernbangunan dan Pemberdayaan Masyarakat 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f, 
mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan 
urusan umum membantu camat dalam menyiapkan 
bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan 
pelaporan pelaksanaan urusan pembangunan dan 
pcmbcrdayaan masyarakat di wilayah kecamatan, sesuai 
rencana dan program kegiatan yang telah ditetapkan. 

(2) Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh 
KepaJa Seksi yang berada di bawah dan bertanggung 
jawab kepada Carnal. 

(2) Seksi Pemerintahan Umum sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di 
bawah dan bertanggungjawab kepada Camat. 

., 

Paragraf 4 
Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat 



Pasal 16 
(1) Sek:retariat sebagaimana dimaksud. dalam Pasal 4 ayat 

(2) huruf b, mempunyai rugas membantu Lurah dalam 
pelayanan admi.nistrasi kelurahan, sesuai rencana dan 

Paragraf 2 
Sekretariat 

Pasal 15 
(1) Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) 

huruf a, mempunyai tugas: 
a. melaksanakan kcgiatao pemerintahan kelurahao; 
b. melaksanakan pernbangunan dan pemberdayaan 

masyarakat; 
c. melaksanakan pelayanan masyarakat; 
d. memelihara ketentrarnan dan ketertiban umum; 
e. memelihara sarana dan prasarana serta fasilitas 

pelayanan umum; 
f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Carnal; 

dan 
g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan 

terkait dengao rugas dan fungsinya 

Paragrarl 
Lu rah 

Bagian Kedua 
Kelurahan 

Pasal 14 
(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 4 ayat (1) huruf j, adalah sekelompok 
jabatan yang bcrisi fungsi dan tugas berkaitan dengan 
pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian 
dan keterampilan tertentu. 

(2) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), diatur sesuai peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. 

Paragraf 8 
Kelompok Jabatan Fungsional 

Pasal 13 
(1) Seksi c-Data dan e-Tnformasi Publik sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf i, mempunyai 
tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan 
perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan 
pelaporan pcnyelenggaraan layanan e-data dan e­ 
inforrnasi publik di wilayah kecamatan, sesuai rencana 
dan program kegiatan yang telah ditetapkan. 

(2) Seksi e-Data dan e-Inforrnasi Publik sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi 
yang berada di bawah dan bcrtanggung jawab kepada 
Camat. 

,, . 
Paragraf ? 

Seksi e-Data dan e-lnformasi Publik 



Pasal 19 
(1) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e, mernpunyai 
tugas membantu Lurah dalarn menyiapkan bahan 
perumusan kebijakan dan pelaksanaan urusan 
ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kelurahan 
sesuai rencana d.an program kegiatan yang telah 
ditetapkan. 

(2) Seksi Ketentraman dan Ketcrtiban Umum sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi 
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 
Lurah, 

Paragraf 5 
Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum 

Pasal 18 
(1) Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d, 
mempunyai tugas membantu Lurah dalam menyiapkan 
bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan urusan 
pernbangunan dan pernberdayaan masyarakat di 
wilayah kelurahan sesuai rencana dan program kegiatan 
yang telah ditetapkan. 

(2) Seksi Pernbangunan dan Pemberdayaan Masyarakat 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh 
Kepala Scksi yang berada di bawah dan bertanggung 
jawab kepada Lurah. 

Paragraf 4 
Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat 

Pasal 17 
(1) Seksi Pernerintahan dan Pelayanan Publik sebagaimana 

dimaksud dalarn Pasal 4 ayat (2) huruf c, mempunyai 
tugas membantu Lurah dalam menyiapkan bahan 
perumusan kebijakan dan pelaksanaan urusan 
pemerintahan dan pelayanan publik di kelurahan, 
sesuai rencana dan program kegiatan yang telah 
ditctapkan. 

(2) Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi 
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 
Lurah. 

Paragraf 3 
Seksi Pernerintahan dan Pelayanan Publik 

program, kegiatan yang telah ditetapkan serta 
rnemelihara sarana dan prasarana serta Iasilitas 
pelayanan urnum. 

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Lurah. 



Pasal 25 
Setiap laporan yang diterima oleh Camat dan atau/Lurah 
dari bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai 
bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk 
rnemberikan petunjuk teknis kepada bawahannya. 

Pasal 24 
Sekretaris Camat, Sekretaris Lurah, Kepala Seksi dan 
Kepala Sub Bagian wajib mengikuti dan mematuhi 
petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing­ 
masing dan menyampaikan Iaporan berkaJa tepat pada 
waktunya. 

Pasal 23 
Ca.mat dan atau/Lurah memimpin dan mengoordinasikan 
bawahannya masing-rnasing dan memberikan bimbingan 
scrta petunjuk terhadap pelaksanaan tugas bawahannya. 

Pasal 22 
Camat dan atau/Lurah wajib mengawasi pelaksanaan tugas 
bawahannya rnasing-masing dan bila terjadi penyimpangan 
agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai 
ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 

Pasal 21 
(1) Dalam rnelaksanakan tugasnya Camat, Sekrctaris 

Camat, Lurah, Sekretaris Lurah, Kepala Seksi dan 
Kepala Sub Bagian menerapkan prinsip koordinasi, 
integrasi dan sinkronieasi baik internal maupun antar 
unit organisasi Jainnya sesuai dengan tugas pokok 
masing-masing. 

(2) Setiap pemimpin satuan organisasi dilingkungan 
kecamatan dan/ a Lau kelurahan wajib melaksanakan 
pengawasan rnelekat. 

Pasa120 
(1) Kelornpok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud 

dalarn Pasal 4 ayat (2) huruf I, adalah sekelompok 
jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan 
pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian 
dan keterampilan tertentu. 

(2) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), diatur sesuai peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. 

Paragraf 6 
Kelornpok Jabatan Fungsional 

BAB IV 
TATA KERJA 



A DAERAH KOTA KENDARl TAHUN 2025 NOMOR ~9 

Diundangkan di Kendari 
pada tanggal, ( 9 _ g _ 2025 

ARIS DAERAII KOTA KENDARl 
' 

.... 

2025 

Agar sctiap orang mengetahuinya, mcmerintahkan 
pengundangan Peraturan Wali Kota iru dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kendari. 

Pa~al 30 
Pcraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

' . ' 



io INSTAN..;t I UNIT KERJA PAR At 

1 As$. Adm umuM -'\.. 
2 l<ab°5. 0"9 ,u,~G\~I I"' 1 t'l~ !(ab~ }\1,1 l,<011'\ 

I 

PhRAF KOORDINAf 

CAMAT 

SEKRETARIAT 

KELOMPOK J.ABATAN l 
FUNG$10NAL I I 

. - - - 
SU88AGLAN SUB BAl;IAN 

PERENCANAAN, UMUMDAN 
KEUAMG.AN DAN KEPEGAW.-.IAN 

PELAPORAN 

I I T I 
SEl<Sl SEl<S1 SEKSI 

SEKSI PEMBANGUNAN Sa<SI 
PEMERINTAHAN DAN KETENl'RAMAN P£LAYANAN 

•·DATA [)AN 

UMUII PEWIBERPAVAAN DAN KETERTIBAN lERPAOU 
o.lNFORMASI 

-ARAJ<AT 
!MUM PUBLIK 

A. Bagan Struktur Organiaasi Kecamatan Lingkup Pernerintah Kata Kendari 

LAMPIRAN 
PERATURAN WALT KOTA KENDARI 
NOMOR Q9 TAHUN 2025 
TENT ANG 
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA 
KECAMATAN DAN KELURAHAN LINGKUP 
PEMERJNTAH KOTA KENDARJ 

. . , • 



,"10 lfl$TAflSII U T KERJA PA RAF 

u !:!;,&_. .tlcl1n .u,;um 1-1- 2 t«.be14 Or9an1~~,i 
3 Pti· r<o.\.u; hlll<"~M t: 
4 

PARAF KOORDINASI I 

LU RAH 

I SEKRETARIAT I 
K£LOMPOK JABATAN 

FUNG.SIONAL 

I I I I 
SEKSI SEKSI SEK.Sl SEKSI 

PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN DAH KETSNTRAMAN DAN e-OATADAH 
PELAYAHAN PEMBERDAYAAN KETER.Tl8AN 

TERPAOU MASYARAKAT UMUM ~NFORMASI PUBUK 

B. Bagan Struktur Organisasi Kelurahan Lingkup Pemcrintah Kota Kendari 

. ' . 
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